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BUPATI BANGLI 

PROVINSI BALI 
 

PERATURAN BUPATI BANGLI 
NOMOR 14 TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN 

 
BUPATI BANGLI, 

 
Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan Daerah harus dilaksanakan 

dengan tata pengelolaan keuangan Daerah yang baik, yaitu 

transparasi, akuntabilitas dan partisipatif; 
 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah mengatur, analisis standar belanja 

standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan 
dengan Perkara;  
 

  c. 
 

 
 
 

 
 
d. 

bahwa berdasarkan  ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintaha Daerah yang berbunyi 
Informasi Pemerintah Daerah sebagimana dimaksud ayat 
(1), dikelola dalam SIPD, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan; 
 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan; 

    
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
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Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244,  Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir  dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang  Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 
  5. 

 

 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

 
 

 
 
 

8. 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga  Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  2020 Nomor 57);  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80  Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120  Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80  Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77  Tahun 2020  
tentang  Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
 

    
                           MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK 
KEGIATAN. 

 
  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangli. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli. 
3. Bupati adalah Bupati Bangli.  
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.  
5. Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran  berisi 
program, kegiatan, dan anggaran PD. 

6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 



  www.jdih.banglikab.go.id 
 

 

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah 
dokumen berisi pelaksanaan dan anggaran PD.  

7. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat 

HSPK adalah komponen kegiatan fisik/non fisik melalui 
analisis yang distandarkan untuk setiap komponen 
kegiatan.  

 

  BAB II  
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN 

 

Pasal 2 
 
HSPK berlaku bagi seluruh PD dalam penganggaran kegiatan 

yang bersifat fisik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
   

Pasal 3 

 
HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai 
fungsi: 

a. pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik 
melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis 

komponen kegiatan dengan menggunakan standar 
barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium 
sebagi elemen penyusunannya; 

b. salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan 
DPA-SKPD; 

c. Harga tertinggi yang didalamnya termasuk pajak 
pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali 
untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi 

Pemerintah Daerah; 
d. standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi 

dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya 

mengacu pada kondisi nyata di lapangan; 
e. standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya 

yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan 
Pemerintah Daerah; 

f. untuk menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan 

Detail Engineering Design (DED) dan merupakan 
perhitungan satuan pokok pekerjaan; 

g. salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan 
Harga Perkiraan Sendiri/ Owner Etimate (HPS/OE); dan  

h. salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga 

penawaran calon penyedia barang/jasa. 
 

 Pasal 4 
 

HSPK yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan 

diperlukan oleh Perangkat Daerah, mengacu pada harga 
pasar. 

 
  Pasal 5 

 

(1) Dalam hal harga satuan dan bahan yang dipakai dalam 
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analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di 
pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah 

dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil 
survey dan ditetapkan oleh Kepala PD yang membidangi 

barang/jasa tersebut. 
(2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan 

dalam HSPK ini lebih tinggi dari harga pasaran, maka 

harga yang digunakan dalam pelaksanaan 
anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan 

yang berlaku di pasaran. 
 

  BAB III 

PENUTUP 
 

Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. 

 

                                                                           Ditetapkan di Bangli  
                                                                           pada tanggal  3  Juni  2022            

 
                                                                           BUPATI BANGLI, 
 

ttd 
 

                                                                          SANG NYOMAN SEDANA ARTA 
 
 

  Diundangkan di Bangli 
pada tanggal   3  Juni  2023                  
  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, 
 

 
   ttd 

 

          IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 14 
 
Salinan Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI 
 

   

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH 
PEMBINA (IV/a) 
NIP. 197907202005012013 


